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ABSTRAK

Distribusi zakat merupakan pokok permasalahan dalam implementasi
zakat itu sendiri, hal ini dikarenakan distribusi merupakan rantai utama dalam
menilai keefektifan dan keberhasilan zakat. Oleh karena itu perlu dipahami
betapa pentingnya peran amil zakat dalam kaitannya dengan pendistribusian
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Fungsi Sosial
Lembaga BMT Dalam Pembangunan Umat ditinjau dari hukum Islam. (2)
Mengetahui Mekanisme Distribusi  Zakat Melalui Lembaga Sosial BMT
Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu
penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik
pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi
kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi dokumentasi dan interview secara
terpimpin, menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih
berdasarkan pertimbangan peneliti yang dianggap bisa mewakili populasi,
dua orang dari petugas BMT dan satu orang masyarakat sebagai takmir
masjid sekaligus amil. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analitik, yaitu
menggambarkan secara langsung permasalahan pendistribusian zakat yang
akan diteliti dan mengemukakan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis
dari aspek hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan
normatif yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.

Berdasarkan dari penelitian yang menggunakan metode penelitian di
atas maka dapat diambil kesimplan bahwa distribusi zakat yang selama ini
dilakukan oleh BMT BIF cukup sesuai dengan prinsip maslahat dan hukum
Islam. Orang-orang yang mendapat prioritas zakat di BMT BIF adalah orang
fakir, miskin, amil dan tempat-tempat sarana umum. Panitia memiliki kriteria
tersendiri untuk menentukan warga yang tergolong miskin, memperioritaskan
untuk mereka dengan menjadikan sebagai bentuk usaha mengarahkan hasil
zakat pada sasaran yang tepat dan diperbolehkan dalam hukum Islam.
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MOTIO
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»Sesungguhnya sesudah kesulitan
Itu ada kemudahan.

»Emosi adalah angin kencang yang
mematikan Pelita Akal.

»You can, if you think you can.
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hamzah ha
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B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ditulis
ditulis

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| ditulis
ditulis

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

q

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah
ditulis t atau h.

E




D. Vokal pendek

fathah

kasrah

dammah

E. Vokal panjang

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

ditulis
ditulis
ditulis
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Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

ditulis

ditulis

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.

ditulis
ditulis

:

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ditulis
ditulis
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia saat ini mengalami
perkembangan yang sangat pesat, hal ini tidak saja dipengaruhi oleh jumlah
penganut agama Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, tetapi juga
karena tumbuh berkembangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan
kewajibannya sebagai umat Islam. Salah satu tema yang tidak akan lepas dari
pembicaraan tentang pemberdayaan ekonomi di atas adalah peran zakat
dalam peningkatan dan kesejahteraan umat.

Di Indonesia, kewajiban berzakat merupakan bentuk kesadaran
individu®, aturan hukum tentang Zakat diwujudkan dengan diterbitkannya UU
No 23 tahun 2011, yang berisikan peringkat hukum tentang pengelolaan
zakat, termasuk pengaturan tentang pengelolanya (amil zakat)?. Undang-
undang tersebut juga menjadi dasar hukum bahwa pembayaran zakat bisa
dijadikan keringanan beban pajak.’

Salah satu Lembaga yang mengurusi zakat adalah BMT, singkatan
dari baitul maal wa tamwil, sebuah lembaga dan sistem keuangan mikro

syari’ah dengan badan hukum sesuai ketentuan undang-undang koperasi yang

! Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: Ul-press,
1988) him 15-38.

2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat, Pasal 7.

® pasal 22.



berlaku, yang pendirian dan operasionalnya mengacu pada standardisasi
BMT.

Secara harfiah atau bahasa, Baitul Maal berarti rumah dana dan
tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan
sekaligus mentasharufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tanwil merupakan
lembaga bisnis yang bermotif laba.

Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan
peran dengan Lembaga Amil zakat (LAZ). Oleh karenanya, Baitul Maal ini
harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang
mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana Zakat,
Infaq, Sedekah, Wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain dan upaya
pendistribusian zakat kepada golongan yang paling berhak.”

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh Syariat Islam apabila seseorang
yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para Mustahiq
dengan syarat kriteria Mustahiq sesuai dengan firman Allah swt dalam surat
at-Taubah: 60. Namun, sesuai firman Allah tersebut dan juga berdasarkan
tuntunan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu
disalurkan lewat Amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan
terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus
menghindari penumpukan zakat pada Mustahig tertentu yang kita kenal,
sementara Mustahiq lainnya, karena Kkita tidak mengenalnya, tidak

mendapatkan haknya.

* Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Mall wa Tamwil (Yogyakarta: Ull Press,
2004). HIm 126.



Di samping itu, ada mustahiq yang berani terang-terangan meminta
dan ada pula mustahiq yang merasa berat (malu) untuk meminta. Dengan
demikian, dimungkinkan kita hanya memberi kepada mereka yang terang-
terangan meminta, sementara kepada yang merasa berat meminta, kita sama
sekali tidak memperhatikan.

Zakat memiliki potensi besar yang harus benar-benar dikelola secara
optimal, sehingga tujuan penyerahan pembagian zakat dapat tercapai. Tetapi
untuk ukuran yang lebih luas dengan jumlah pembayar yang banyak
menemui kendala. Di antaranya adanya perbedaan pemahaman visi dan misi
di kalangan amil zakat, tentang siapa yang lebih diutamakan atau paling
berhak mendapatkan zakat. Dengan demikian, timbul kecemburuan sosial di
antara mustahiq zakat, minimnya jumlah muzaki yang menyerahkan zakatnya
untuk dikelola, sementara populasi mustahiq cukup luas, sehingga pengelola
bingung untuk mendistribusikannya, hanya mereka yang datang dan meminta
zakat yang diberikan, sedangkan yang tidak meminta tidak memperoleh
pembagian, dengan pertimbangan yang datang dinilai lebih membutuhkan.
Ini juga menjadi salah satu penyebab dari permasalahan pendistribusian
zakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas sebagian juga terjadi di
BMT Bina lhsanul Fikri, terutama tentang pendistribusian zakat. Berdasar
dari masalah tersebut di atas, mendorong penyusun untuk mengadakan

penelitian di BMT Bina lhsanul Fikri, dengan mengambil judul TINJAUAN



HUKUM ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BMT

BINA IHSANUL FIKRI. YOGYAKARTA.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagai mana fungsi sosial lembaga BMT BIF dalam pembangunan umat.
2. Mekanisme distribusian zakat di BMT BIF ditinjau dari Hukum Islam.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mendeskripsikan kesesuaian pendistribusian zakat oleh BMT
Bina lhsanul Fikri dengan Hukum Islam.

b. Untuk mengetahui potensi konflik dari pendistribusian zakat tersebut
dan penyelesaian Hukum secara Syar’i.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Mengetahui mekanisme pendistribusian Zakat di BMT Bina lhsanul
Fikri, yang selama ini berjalan di samping juga sebagai salah satu upaya
pengembangan studi keilmuan dalam masalah distribusi zakat.

b. Memberikan kontribusi (bahan masukan) bagi pihak-pihak yang
berkompeten (terutama BMT Bina lhsanul Fikri) ketika mengambil

kebijakan dalam mengelola zakat agar tepat sasaran dan berdaya guna.



D. Telaah Pustaka

Pengelolaan dan distribusi zakat, Sejak jaman Rosulullah SAW,
hingga sekarang telah mengalami banyak perkembangan dan banyak ditemui
permasalahan. Di antaranya permasalahan keadilan dan fungsi zakat yang
mampu merubah nasib Mustahignya atau tidak.

Penelitian tentang pelaksanaan (pengelolaan dan distribusi) zakat telah
banyak dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun
2012 tentang zakat. Disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu cara
mewujudkan keadilan sosial, karena menyangkut kepentingan masyarakat
luas, dan tanggungjawab pemerintah mengambil peranan penting di
dalamnya.

Untuk mendukung pembahasan yang lebih dalam dengan
permasalahan yang dikemukakan di atas maka penyusun berusaha untuk
melakukan penelitian lebih awal, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara umum, masalah zakat telah banyak diteliti, baik secara
literature maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian
tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat di BMT BIF
Yogyakarta belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Namun, ada
beberapa skripsi yang penyusun temukan terkait permasalahan di atas, di
antaranya:

Skripsi Heru Rahmawan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di dusun Gondang, desa Umbul Harjo,

kecamatan Cangkringan, kab Sleman Yogyakarta”. Menjelaskan tentang



waktu pengumpulan zakat fitrah tergantung pada keputusan Amil setempat,
yaitu 3 hari sebelum hari raya. Orang yang di Prioritaskan mendapat bagian
zakat adalah orang miskin, amil dan tokoh agama. Kondisi di daerah tersebut
belum bisa mengamalkan Hadis dan al-Qur’an surat at-taubah ayat 60.

Skripsi Ikhwanudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pendistribusian Zakat, Infag dan Shadagah di Bazis kab Gunung Kidul,
Yogyakarta”. menjelaskan tentang distribusi yang dilakukan tidak sesuai
dengan prinsip maslahat dalam Hukum Islam. Kurangnya pengetahuan dan
pemahaman tentang calon mustahiq, cendrung mengabaikan peran serta
sosial yang ada. Hal ini bisa dilihat pada minimnya peran tokoh masyarakat
dalam konsep distribusi di daerah tersebut selama ini.°

Skripsi  Muh. Masbukin yang berjudul “Studi Perbandingan
Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat
Fitrah Di dusun Sidokerto, desa Logede, Kec Karangnongko, Kab Klaten
Jateng”. menjelaskan tentang pandangan tokoh masyarakat dan tokoh agama
mengenai zakat fitrah dapat dikompromikan vyaitu sama-sama ingin
memenuhi target dalam mencukupi kebutuhan orang-orang miskin pada hari
raya ldul Fitri. Namun, jumlah yang diperoleh orang-orang miskin harus
lebih besar dari jumlah yang diterima pembangun mushala dan guru ngaji.

Tokoh agama dalam pendistribusian zakat hanya mencerminkan pemerataan

® Heru Rahmawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah di dusun
Gondang, desa Umbul Harjo, kecamatan Cangkringan, kab Sleman Yogyakarta”. Skripsi tidak
diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

® |khwanudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan
Shadagah di Bazis kab Gunung Kidul, Yogyakarta”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”.(2005).



terhadap zakat fitrah dan mencukupkan kebutuhan orang miskin disaat hari
raya idul fitri.’

Skripsi Am.Dawam yang berjudul “Optimalisasi Penghimpun dan
Distribusi  Zakat (studi komparasi Lazis masjid Syuhada dan Lazis
Universitas Islam Indonesia)”. menjelaskan tentang strategi penghimpunan
zakat Lazis masjid yang lebih condong untuk memaksimalkan potensi dana,
seperti infak, shadagah, Wakaf dari pada sumber dana Zakat. Menjadikan
infag dan shadagah sebagai sumber primer, sedangkan Lazis Ull, sumber
primernya adalah sistem pemotongan gaji.?

Selain itu, penyusun juga banyak menemukan kajian-kajian yang
dilakukan oleh para cendekiawan muslim melalui pemikirannya, yang
berhubungan dengan zakat, dan penyusun jadikan sebagai rujukan, seperti:
Wahbah Az-zuhayli dalam bukunya , Al-figh Al-Islami wa Adillatuh, yang
diterjemahkan oleh Effendi Agus dan Fananny Bahruddin, yang berjudul Zakat :
Kajian Berbagai Madzab. Dalam buku ini, Wahbah menjelaskan
problematika zakat sebagai sarana komunikasi antar sesama umat muslim.
Secara garis, besar buku ini merupakan konsep dasar zakat Kklasik, serta

beberapa panduan atas realitas modern. Karena itu, ia menambahkan

’ Muh. Masbukin. “Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Mengenai Distribusi Zakat Fitrah Di dusun Sidokerto, desa Logede, Kec Karangnongko, Kab
Klaten Jateng”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. (2002).

® Am.Dawam,”Optimalisasi Penghimpun dan Distribusi Zakat (study komparasi lazis
masjid Syuhada dan lazis Universitas Islam Indonesia)”. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2008).



beberapa harta yang harus dizakati, selain apa yang tercantum dalam zakat
klasik.”

Yusuf al-Qaradawi, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Salman
Harun dkk, berjudul “Hukum Zakat”, memaparkan persoalan zakat, mulai
dari bentuk dasar sebagai salah satu rukun Islam, sampai pada tataran sosial
masyarakat. Adapun yang perlu disoroti dari karyanya adalah persoalan zakat
sebagai problematika umat Islam, membandingkan antar pendapat berbagai
ulama dengan pembahasan lengkap dan menyeluruh disimpulkan bahwa
zakat merupakan sistem sosial karena fungsinya menyelamatkan masyarakat
dari keterbelakangan atau kemiskinan.”® la membahas peran dan kiat
pengelolaan zakat yang efektif di era modern.

Syeichul Hadi Purnomo, dalam bukunya Pemerintah Indonesia
Sebagai Pengelola Zakat, menjelaskan wewenang pemerintah Indonesia
sebagai pengelola zakat, dengan argumen bahwa konsepsi pemerintah Negara
Islami, atas dasar tersebut, ditambah bahwa tujuan pembangunan Negara RI
identik dengan tujuan zakat, hal ini sesuai dengan pancasila dan UUD 1945,
maka pengelolaan zakat adalah tanggung jawab (tugas) pemerintah.**

Dalam konteks yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Daud

Ali dalam bukunya Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, yang

® Wahbah Az-Zuhayli, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, terjemahan Effendi Agus dan
Fananny Bahruddin, dari Al-figh Al-Islami Adillatuh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2000.

19 yusuf al-Qaradawy, Hukum Zakat: Study Komperatif Mengenai Status dan Filsafat
Zakat Berdasarkan qur’an dan Hadits, terj. Salman Harun dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1999),
him 1118.

' Syeichul Hadi Purnomo, Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 1995), him 145-164.



membahas tentang nilai instrumental ekonomi Islam, hukum zakat dan
seputar pelaksanaannya.?

Kemudian Fakhruddin, di dalam bukunya yang berjudul Figh dan
Manajemen Zakat di Indonesia, menggabungkan tentang pembahasan figh
dan zakat sekaligus manajemennya di Indonesia. Lembaga pengelola dan
pendistribusian zakat pada umumnya dipersepsikan sebagai lembaga
keagamaan, diusahakan untuk ditransformasikan menjadi lembaga sosial-
ekonomi.

Dari penelusuran karya ilmiah di atas, belum ada yang membahas
tentang kesesuaian pendistribusian zakat di BMT dalam bentuk Amanah
(konsumtif). Oleh karena, itu penyusun memposisikan penyusunan skripsi ini
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat di BMT
Bina lhsanul Fikri, Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Zakat, Muzaki
adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan
zakat. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.*®

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai
dengan ketentuan syariat Islam.!* Zakat merupakan bagian dari

kesempurnaan keislaman seseorang. la menjadi bagian rukun Islam, begitu

2 Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Jakarta: Ul-Press,
1988).
3 pasal 1 ayat (5) dan (6). Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011.

“ pasal 1 ayat (2). Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011.
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pentingnya kewajiban zakat dalam Islam, hingga Abu Bakar (khalifah setelah

wafatnya Nabi SAW) membuat kebijakan untuk memerangi orang-orang

yang tidak membayar zakat.

Makna zakat secara bahasa (lughawi) dapat berarti al-nama’
(kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan). Syara’ memakai
kalimat tersebut dengan semua pengertian zakat.*® Kesuburan berarti tumbuh
suburnya usaha dan ekonomi, Thaharah/suci berarti mensucikan harta dan
jiwa. Barakah/berkah berarti mendatangkan barokah dalam harta.

Adapun beberapa pendapat para ulama mengenai definisi zakat, di
antaranya:

a. Menurut al-Mawardi, definisi zakat berarti pengambilan tertentu dari
harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada
golongan tertentu.

b. Menurut Asy-Syaukani mengatakan bahwa zakat berarti memberi suatu
bagian dari harta yang sudah satu nisab kepada orang fakir.

c. Menurut al-Zargani dalam syarah al muaththa’, menerangkan bahwa
zakat mempunyai rukun dan syarat. Rukunnya adalah ikhlas dan
syaratnya adalah sebab, sebab cukup satu tahun dimiliki.*’

d. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, kata zakat secara bahasa bermakna al-

tathhir wa al-nama’. Sedangkan secara terminologis (istilah), zakat

% Husain Haekal, Abu Bakr As-Siddig, terj, Ali Audah (Jakarta: Litera Antarnusa, 2001),
him 87-97.

'® Hashi Ashshiddigi, Pedoman Zakat (Jakarta:Bulan Bintang 1984). him 24.

" Muhammad Ridwan, Manajemen BMT (Yogyakarta: Ull Press, 2004), him 190-192.
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adalah  pemberian harta yang dikhususkan kepada mustahiq
(penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu.

e. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari
harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya
(Mustahiq), jika milik sempurna dan mencapai haul, selain barang
tambang, tanaman dan rikaz. Menurut Hanafiah, zakat adalah
kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak
tertentu yang telah ditentukan oleh Syar’i (Allah SWT) untuk
mengharapkan keridhaan-Nya.

f. Menurut Syafi’iyyah, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan
dari harta dan badan dengan cara tertentu. Menurut Hanabilah, zakat
adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada

waktu tertentu.*®

Yang berhak menerima zakat adalah:

1. Orang fakir: orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak
mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan
kekurangan.

3. Pengurus/amil zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat.

Syarat pengurus zakat:

' Fakhruddin, Figh dan Manajemen Zakat di Indonesia (UIN-MALANG PRESS, 2008),
him 16-17.
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a. Muslim: karena pekerjaan ini termasuk perkara Syari’at Islam yang harus
diurusi oleh muslim juga.

b. Mukallaf: orang dewasa yang sehat akal fikirannya dan siap menerima
tanggung jawab mengurusi umat.

c. Amanah dan jujur, hal ini sangat penting untuk menjaga atau
menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

d. Mengerti dan paham seputar zakat dan hukumnya sehingga ia dapat
mensosialisasikan dan mengerjakannya dengan baik.*

. Orang yang dilunakkan hatinya (Muallaf): orang kafir, dan ada harapan

masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.

Menurut Ibnu Juraij, Abu Ubaid dan Ibnu Syihab, Muallaf adalah mereka

yang dijinakkan atau diluluhkan hatinya untuk memeluk agama Islam.

. Memerdekakan hamba sahaya (budak): mencakup juga untuk melepaskan

muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir atau budak yang diperlakukan

tidak baik oleh tuannya. Lalu membebaskannya dengan zakat hartanya.

. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang

bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang

berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu

dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. orang kaya yang sedang

terlilit hutang juga berhak mendapat zakat. Kecuali membayarkan hutang

orang yang sudah meninggal, Karena itu tidak termasuk ke dalam delapan

golongan ashnaf yang telah disebutkan dalam al-Qur’an.

1% Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), him 631.
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7. Orang yang berada dijalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan
mempertahanan Islam dan kaum muslimin, Termasuk orang kaya yang
berperang. Diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu
mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah,
rumah sakit dan lain-lain.

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami
kesengsaraan dalam perjalanannya.”

Banyak ulama seperti Hudzaifah, Hajjaj, Said bin Zubair, Abdul
Malik dari Atha’, Ibnu Abbas, Abu Ubaid, Sufyan dan ulama Irak yang
menyatakan bahwa zakat itu hanya diutamakan bagi golongan fakir dan
miskin, dan tidak mengacu pada delapan asnaf. Yang demikian itu telah
mencukupi dan sudah boleh dikatakan sah.?* Sebagai mana sabda nabi:

“Rasulullah memfardukan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang

berpuasa dari perkataan keji dan buruk yang mereka lakukan selama
berpuasa, dan untuk menjadi makanan bagi orang miskin”.??
Sedangkan golongan asnaf yang lain menjadi prioritas berikutnya.?

Perbedaan kondisi sosio-ekonomi yang berbeda di setiap wilayah

memungkinkan berubahnya prioritas distribusi zakat, sehingga dalam kasus

tertentu, hal semacam ini menuntut kejelian dan perhatian amil zakat dalam

2 At-Taubah (9) : 60.

' Abu Ubaid al-Qasim, kitab Al-Amwal, Ensiklopedia Keuangan Publik, terjemahan
Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani, 2009), him 695-696.

2 HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah..

 Muhammad Ridwan, Manajemen BMT (Yogyakarta: Ull Press, 2004), him 204-206.
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mengambil kebijakan-kebijakan pendistribusian zakat yang sesuai dengan
ajaran agama. Amil zakat perlu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tertentu, baik pertimbangan kebajikan (maslahat) maupun kejelekan
(mafsadah) agar pendistribusian zakat tepat sasaran.
F. Metode penelitian
Guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang
dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai
tujuan yang ditentukan maka penyusun menggunakan metode-metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) bersifat
deskriptif analitik, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan di
lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar
dan akurat.?*
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat Deskriptif analitik, yaitu menggambarkan
secara langsung permasalahan pendistribusian zakat yang akan diteliti dan
mengemukakan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis dari aspek

hukum Islam.

2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi , Metodologi Penelitian, cet. VI (Jakarta : PT. Bumi
Aksara, 2005), him 44.
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3. Teknik Pengumpulan Data.
Dalam pengumpulan data yang diperlukan, penyusun
menggunakan beberapa metode antara lain:
a. Interview (wawancara)

Interview adalah proses tanya jawab lisan, yang dilakukan dua orang
atau lebih dan berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang
lain dan dapat mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri.?® Interview
atau wawancara merupakan komunikasi yang bertujuan memperoleh
informasi secara sistematis.’® Dengan metode interview ini diharapkan
penyusun bisa memperoleh data, baik secara lisan maupun tertulis tentang
usaha-usaha pengurus BMT dalam mendistribusikan zakat.

Adapun jenis interview yang penyusun gunakan adalah interview
bebas terpimpin artinya penyusun memberikan kebebasan kepada responden
untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penyusun
melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menggunakan tekhnik
purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti
yang dianggap dapat mewakili populasi, yaitu Bapak Muhammad Ridwan
(Direktur BMT BIF), Bapak Sutardi (Manager) dan Bapak Syamsul (Amil).

b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah dan agenda.

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet. 1 (Yogyakarta : Andi, 2004), him 217.

% Nasution, Metode Research (Penelitian llmiah), Cet VI (Jakarta : Bumi Aksara, 2003),
him 27.
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Metode ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen yang ada
hubungannya dengan penelitian. Adapun alasan digunakannya metode
dokumentasi adalah untuk mendapatkan data-data tentang gambaran umum
zakat di BMT Bina Ihsanul Fikri, Yogyakarta.
. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif,
yaitu penyusun menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum
Islam atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam bentuk figh.
. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara
berfikir Deduktif, untuk menganalisis data-data yang bersifat umum untuk
ditarik kepada yang khusus. Dalam hal ini berpijak pada norma hukum Islam,
kemudian diterapkan untuk menganalisis pelaksanaan pendistribusian zakat
di BMT Bina lhsanul Fikri, Yogyakarta.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi atas lima bab,
antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan
saling berkaitan. masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk
mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai
berikut:

Bab Pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi sub bab

antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian,
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kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjelaskan tentang zakat, yang terdiri dari pengertian
zakat, dasar hukum zakat, orang-orang yang wajib zakat dan yang berhak
mendapatkan zakat, tujuan dan hikmah zakat, macam-macam zakat, dan
sebagainya.

Bab Ketiga, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok
bahasan yang diteliti dalam laporan ini membahas tentang BMT Bina lhsanul
Fikri, sejarah berdirinya, identitas, visi dan misi, produk-produk, struktur dan
manajemen dari BMT itu sendiri. Dilanjutkan mengenai bagaimana proses
pendistribusian zakat di BMT tersebut.

Bab Keempat adalah bab analisis terhadap pokok permasalahan dalam
penulisan skripsi ini. Bab IV ini menghubungkan kerangka teoretik dan teori
yang telah diuraikan pada bab II, guna menganalisis permasalahan
sebagaimana yang telah didapat datanya pada bab Ill, tentang Distribusi
Zakat di BMT BIF, ditinjau dari Hukum Islam.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan umum
dari hasil penelitian secara keseluruhan, serta saran-saran yang bersifat
praktis dan membangun. baik untuk penelitian selanjutnya, maupun bagi

BMT Bina Ihsanul Fikri, Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Distribusi  zakat merupakan unsur penting dalam menilai

keberhasilan amil dalam merealisasikan tujuan zakat. Keberhasilan ini

dapat dilihat pada perkembangan pasca penyerahan dana tersebut.

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, penelitian ini

berkesimpulan bahwa:

1.

Fungsi sosial lembaga BMT BIF dalam pembangunan Umat adalah:
meningkatkan kehidupan ekonomi anggota atau masyarakat, Karena
kemiskinan yang dibiarkan saja akan menimbulkan kemadaratan yang
lebih luas, sebagai upaya memperbaiki kehidupan ekonomi
masyarakat, memupuk kemandirian masyarakat dalam membangun
kehidupan perekonomiannya. Dalam pelaksaan pendistribusiannya
dana zakat yang dilakukan oleh Baitul Maal BIF Yogyakarta, selama
ini dibagi ke dalam dua Produk yaitu: Amanah (zakat diberikan secara
konsumtif), Pentasyarufan (zakat produktif dengan akad al-gard al-
hasan)

Distribusi zakat yang selama ini dilakukan oleh BMT BIF belum
sesuai dengan Prinsip skala prioritas sebagaimana yang disebutkan
dalam surat At-Taubah ayat 60. Prinsip ini memerlukan pemahaman
dan pengetahuan yang cukup mengenai kondisi sosial dan ekonomi

calon mustahiq, sehingga ada prioritas tertentu yang harus dipenuhi.

88
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Memperioritaskan untuk mereka yang menjadikan sebagai bentuk
usaha, mengarahkan hasil zakat pada sasaran yang tepat dan
diperbolenkan dalam hukum Islam. Namun prioritas tersebut
seharusnya diikuti jumlah penyaluran harta zakat yang sesuai dengan

kebutuhan masing-masing mustahig.

B. Saran-Saran
Peningkatan semua aspek mutlak diperlukan ketika mengharapkan
BMT BIF dapat berperan lebih aktif lagi dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat tanpa kehilangan legalitasnya dari hukum Islam. Berikut

saran-saran yang dapat penyusun berikan:

1. Perlunya kepengurusan zakat yang solid, efektif dan efisien, dengan
memperhatikan kualiatas dan profesionalisme pengurus.

2. Perlunya penelitian yang lebih seksama dalam mendistribusikan dana
zakat sehingga distribusi tersebut tepat sasaran. Di samping itu perlu
diperjelas kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Baik itu dari
pemerintahan sendiri, maupun tokoh masyarakat di tingkat bawah.

3. Dibutuhkan kehati-hatian dalam menentukan mustahiq zakat, agar
tidak terjadi kesalahan dalam pendisribusiannya. Dengan lebih
memperhatikan keberadaan asnaf-asnaf pada wilayah yang paling
mendesak dan membutuhkan pertolongan. Maka golongan itu harus
diprioritaskan dan mendapat bagian zakat lebih besar dari pada

golongan lainnya.
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Demikian saran-saran guna perbaikan dalam pelaksanaan dan
pengelolaan dan distribusi zakat, yang merupakan bagian akhir dari studi
tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT
BIF, Yogyakarta”.

Semoga dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan zakat
yang sesuai dengan Hukum Islam, terutama dalam hal Pendistribusian.
Terlepas dari banyaknya kekurangan yang ada. Semoga karya tulis ini

bermanfaat. Aamiin.
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TERJIEMAHAN

No

Him

FN

Terjemahan

BAB |1

18

27

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659]
mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari
kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta
benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat
kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan
harta benda mereka.

20

34

43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah
beserta orang-orang yang ruku'[44].

[44] Yang dimaksud lalah: shalat berjama'ah dan dapat
pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah
bersama-sama orang-orang yang tunduk.

20

35

55. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah,
Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka
tunduk (kepada Allah).

21

36

Rasulullah bersabda,” sesungguhnya Allah senang
menerima sedekah dan zakat, dan dia tidak mau
menerima terkecuali dari harta yang terbaik. Allah
menerima sedekah dan zakat dengan penuh kehormatan
dan kemuliaan terhadap orang yang mengeluarkannya.
Kemudian Allah akan mengembangkannya dan
memberikan berkah kepada pemiliknya, sebagaimana
salah seorang di antara kami mengembangkan agar
mempercepat pertumbuhan anak kuda atau anak untanya
yang baru terpisah dari susuan ibunya. Sehingga, satu
suapan itu akan menjadi pahala yang berlipat ganda
seperti gunung uhud.

26

44

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana[647].




[647] Yang berhak menerima zakat lalah: 1. orang fakir:
orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai
harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2.
orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya
dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat:
orang Yyang diberi tugas untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada
harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam
yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak:
mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan
oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang
berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat
dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang
berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam
dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu
membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu
untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di
antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah
itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum
seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8.
orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat
mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

31

50

Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling
meminta-minta kepada orang lain, yang kembali pergi
karena diberi satu,dua suap makanan dan satu,dua butir
kurma ia pergi, tetapi orang miskin adalah orang yang
tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupinya,
atau orang yang kondisinya tidak diketahui, sehingga ia
diberi sedekah, dan juga tidak meminta-minta kepada
orang lain.

32

51

jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan
menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-
saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu
bagi kaum yang mengetahui.

37

56

Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan
maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan
dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.

42

62

19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak
mendapat bagian[1417].

[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian
Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-
minta.




No

Him

FN

Terjemah

Bab 111

10

58

73

ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat
itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659]
mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa
kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

[658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari
kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta
benda

[659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat
kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan
harta benda mereka.

11

81

79

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus
zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana[647].

[647] Yang berhak menerima zakat lalah: 1. orang fakir:
orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai
harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2.
orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya
dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat:
orang Yyang diberi tugas untuk mengumpulkan dan
membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada
harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam
yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak:
mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan
oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang
berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat
dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang
berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam
dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu
membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu
untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di
antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah
itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum
seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8.
orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat
mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

12

82

84

1. tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?




2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang
miskin.

13

86

88

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian
tertentu,

25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang
tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)
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sahabat, bukan ijma’ seperti yang dirumuskan ulama usul figh, yaitu
kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum,
karena menurutnya ijma’ seperti ini tidak mungkin terjadi. Apabila dalam
ijma’ tidak juga ditemukan hukumnya, maka ia menggunakan giyas, yang
dalam ar-Risalah disebutnya sebagai ijtihad. Akan tetapi, pemakaian giyas
bagi Imam asy-Syafi ‘i tidak seluas yang digunakan Imam Abu Hanifah,
sehingga ia menolak istihsan sebagai salah satu cara meng-istinbat-kan
hukum syara’

Yusuf Qaradawi

Seorang ulama kontemporer yang ahli dalam hukum Islam. Lahir di safat,
Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Pada usia 10 tahun, beliau
sudah hafal al-Qur’an dengan fasih. Beliau menyelesaikan studinya di
fakultas Ushuludin, Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik pada
tahun 1952/1953. Kemudian melanjutkan pendidikannya kejurusan bahasa
arab selama dua tahun, dan pada tahun 1966 beliau memasuki pascasarjana
di Universitas Al-Azhar, Kairo, beliau memilih jurusan akidah filsafat.
Lalu melanjutkan studinya ke program Dokter dan menulis disertasi
dengan judul Figh Az-Zakah (fikih zakat).

Wahbah az-Zuhayli

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun,
Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama
Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan
keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur’an, beliau bekerja
sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.
Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah
Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan,
kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Figh Islami wa Madzahabih di
fakultas yang sama. la mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal
alim dalam bidang Figh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.
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11.
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15.

Bagaimana sejarah perkembangan BMT BIF?
Apa visi dan misi BMT BIF?

Bagaimana struktur kepengurusan BMT BIF?
Apa tugas-tugas dari setiap divisi di BMT BIF?
Produk apa saja yang ditawarkan di BMT BIF?

Syarat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mustahiq yang akan
mendapat pembagian zakat dari BMT BIF?

Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembagian zakat di BMT BIF?
Bagaimana teknik distribusi zakat di BMT BIF?

Bagaimana mekanisme nasabah dalam menitipkan zakatnya di BMT BIF?

. Hambatan apa saja yang temui dalam pendistribusian zakat di BMT BIF?

Bagaimana pelayanan BMT BIF terhadap nasabah?

Bagaimana pendapat anda tentang pendistribusian zakat di BMT BIF?
Mengapa anda menitipkan zakat di BMT BIF?

Menurut anda, apakah distribusi zakat di BMT BIF sudah sesuai dengan
ketentuan syari’ah?

Apa saran dan masukan anda untuk BMT BIF dalam mendistribusikan
zakat?



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu;

b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam
yang mampu sesuai dengan syariat Islam;

c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat
harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;

e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e perlu membentuk
Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian
dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.



2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat
untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan
usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan
zakat.

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang
melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk
masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang
dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya
operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

a. syariat Islam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2) zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
b. uang dan surat berharga lainnya;
C. perniagaan;



pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
peternakan dan perikanan:
pertambangan;

perindustrian;

pendapatan dan jasa; dan

i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh
muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai
dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan
zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB 11
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.

(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah
nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui
Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat
secara nasional.

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS
menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden
melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 8

(1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

(2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan)
orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama,
tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/
instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

(1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri
setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

warga negara Indonesia;

beragama Islam;

bertakwa kepada Allah SWT;

berakhlak mulia;

berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;

sehat jasmani dan rohani;

tidak menjadi anggota partai politik;

memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
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Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

habis masa jabatan;

mengundurkan diri;

tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
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Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota
BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS.

(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul
bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

(4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS
provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat
membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat
pertimbangan BAZNAS.

(5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi
BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan
BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat
Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.



Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri.

(2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi
persyaratan paling sedikit:
a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang
pendidikan, dakwah, dan sosial;

berbentuk lembaga berbadan hukum;

mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

memiliki pengawas syariat;

memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan
kegiatannya;

bersifat nirlaba;

memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
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Pasal 19
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan,
pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

BAB IlI
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 21

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas
kewajiban zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta
bantuan BAZNAS.

Pasal 22
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari
penghasilan kena pajak.

Pasal 23
(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.



(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan
BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan
skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir
miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam
dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam
pembukuan tersendiri.



Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan
zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi
dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah
daerah secara berkala.

(3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara
berkala.

(4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

(5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media
elektronik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS
provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

(1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34
(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi,
sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS dan LAZ.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:

a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS
dan LAZ; dan

b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh
BAZNAS dan LAZ; dan

b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat
yang dilakukan olen BAZNAS dan LAZ.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat
(1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
C. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



BAB VIII
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan,
menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan
lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan
pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang
berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian
zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan
kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku
tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang
ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.



(2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota
yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan
fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya
kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) LAZ yang telah dikukuhkan olen Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku
dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5
(lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan
tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta



pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115



PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan
syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk
meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara
melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian
hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang
diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan
BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural
yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat
secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat
dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha
produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenunhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan
dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan
dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus
dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.



Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak
Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan asas "amanah™ adalah pengelola zakat harus dapat
dipercaya.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah pengelolaan zakat
dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam
pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan
zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat
dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat
dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.



Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat
Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan
yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS
kabupaten/kota dapat menggunakan istilah baitul mal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26



Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu
meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan Kkesejahteraan masyarakat.
Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan
sumber daya manusia.

Ayat (2)
Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan,
pendidikan, dan kesehatan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.



Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.



Daftar Pelaksanaan Penelitian

tanggal Peneliti Uraian Nara sumber TTD
21 mei | Nurul isma | syarat orang yang akan Muhammad
2012 mendapat zakat adalah Ridwan SE,
fakir, miskin, dan enam | M,Ag. (direktur
kategori  lainnya, jika BMT BIF)

sudah tidak ada maka
zakat akan diberi kepada
masyarakat yang kurang
mampu yang memiliki
usaha produktif. Sebagian
juga diberikan sebagai
beasiswa.

prosedur pembagian zakat
adalah: takmir masjid atau
masyarakat mengajukan
ke BMT dengan
rekomendasi RT/RW
setempat. Mengisi
formulir, dikumpulkan
lalu diberi pengarahan
agar mampu
memproduktif kan zakat
yang diberikan, sebanyak
5 kali pertemuan sebelum
diberi dana.

Tehnik nya, Pada hari
kelima trsebut sekaligus
penyerahan zakat dalam
bentuk uang/barang.

Untuk mendapatkan
muzakki, banyak cara
yang dilakukan oleh BMT
BIF, yaitu dengan cara
menitipkan kotak-kotak
amal. melihat buku
tabungan nasabah, yang
sudah memenuhi nisab,
dikirimi surat, sedikit
dipaksa agar mau
mengeluarkan zakatnya.




Harta zakat biasanya
digunakan untuk beasiswa,
membina PSK, membuat
deterjen, sound system
untuk masjid, dan program
menanam pohon.

Hambatan dalam
mendistribusikan zakat
adalah pada saat
penyuluhan, susahnya
mengubah mental dari
penerima menjadi
pemberi. Banyak yang
menyalah gunakan
kemiskinannya untuk
meminta terus.

Perbedann antara fakir dan
miskin. Fakir yaitu:
miskin absolut, sudah
tidak bisa di apa-apakan
hanya bisa dicukupi
kebutuhannya tapi tetap di
motivasi dan diberi modal.

16 Mei
2012

Nurul isma

syarat orang yang akan
mendapat zakat, yang
diutamakan adalah fakir,
miskin dan ke enam asnaf
lainnya, anak yatim juga
termasuk.

Sutardi

Prosedur pembagian zakat
adalah melalui takmir
masjid dan rekomendasi
dari RT/RW yang lebih
mengetahui kondisi
ekonomi warganya.

Tehnik distribusi zakat
dilakukan melalui
kegiatan amal tahunan,
penjualan sembako murah
yang uangnya akan
diberikan ke masjid
setempat, pelayanan
kesehatan, beasiswa untuk
30 anak SD.

Untuk mendapatkan




muzakki: menawarkan
kepada nasabah yang
tabungannya sudah
mencapai nisab, untuk
berzakat, sedangkan
nasabah yang melakukan
peminjaman ditawarkan
untuk berinfaq.

Hambatannya: sulit
membentuk Amil,
pegawai yang tugaskan
menjadi Amil tidak
bertahan lama, sementara
membentuk panitia Amil.

Perbedaan fakir adalah:
orang yang tidak punya
kerja, ekonomi sangat
lemah, sedangkan miskin

adalah orang yang
mempunyai
pekerjaan/penghasilan
tetapi ekonominya masih
lemah.
Direktur TTD
peneliti
N Sz A\
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~ PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
JI. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1294
3243/34 :
Dasar . Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4107/V/4/2012 Tanggal :27/04/2012
Mengingat - : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota' Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tertang Fungsi, Rmclan Tugas

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; .

. Peraturan Walikota Yogyakarta Momor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

. Keputusan Guberrur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: £8/1.2/2004 tentang Pemberian
izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

w

o

Diijinkan Kepada : Nama - NURUL ISMA NO MHS / NIM ;08380042
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat - JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag

Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM
ISLAM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BMT BINA
IHSANUL FIKRI (BIF) JL. REJOWINANGUN NO. 28 KOTAGEDE

. YOGYAKARTA :
Lokasi/Responden : Kota Yoéyakarta
Waktu : 27/04/2012 Sampai 27/07/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan  : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi

bantuan seperlunya
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Tembusan Kepada :

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kementrian Agama Kota Yogyakarta
4. Pimp. BMT Bina lhsanul Fikri Kotagede Yogyakarta
5. Ybs.
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Alamat rumah : Kota Lintang, Kuala Simpang, Aceh Tamiang, NAD.
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E-mail, : nurulisma922@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan:

» SDN No.7. Aceh Tamiang Tahun 1997
» SMIP. Aceh Tamiang Tahun 2002
» MAN. Aceh Tamiang Tahun 2005
» UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008

Riwayat Organisasi:
» Anggota Mahasiswa Aceh Tamiang Tahun 2008-sekarang
» Anggota Forsei Tahun 2010-sekarang
» Anggota Brantas (Badan Rakyat Anti Narkoba, Tahun 2006-sekarang
Tawuran dan HIV AIDS)



	HALAMAN JUDUL

	ABSTRAK
	HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
	HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I
PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB II PRINSIP UMUM DAN ASAS-ASAS ZAKAT
	A. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya
	B. Prinsip, Azas dan Obyek Zakat
	C. Muzakki ( Orang yang Wajib Zakat)
	D. Mustahiq Zakat (Orang yang Berhak Menerima Zakat)
	E. Pendapat Para Ulama Tentang Perbedaan antara Fakir dan Miskin
	F. Tujuan, Hikmah, dan Faidah Zakat
	G. Lembaga Keagenan Pengelolaan Zakat
	H. Distribusi Zakat Kepada Mustahiq
	I. Pengelolaan Zakat Melalui Prinsip Pemberdayaan (Tasarruf)

	BAB III GAMBARAN UMUM BMT BINA IHSANUL FIKRI
	A. Sejarah BMT Bina Ihsanul Fikri
	B. Visi, Misi dan Tujuan
	C. Stuktur Organisasi dan Kepengurusan
	D. Produk-produk
	E. Manajemen
	F. Baitul Maal Indonesia (BMT BIF Group)
	1. Visi dan Misi
	2. Tujuan, Moto dan Program

	G. Mekanisme pendistribusian Zakat di BMT BIF
	H. Mobilisasi dana Zakat Oleh Baitul Maal BIF
	1. Pelaksanaan Zakat
	2. Pendistribusian


	BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK DISTRIBUSI ZAKAT DI BMT BIF
	A. Berdasarkan Fungsi Sosial Lembaga BMT Dalam Pembangunan Umat.
	B. Mekanisme dan Kesesuaian BMT Terhadap Pendistribusian Zakat
	1. Pendistribusian Zakat Secara Merata
	2. Mekanisme Kualifikasi dan Penetapan Pembagian Mustahiq Oleh BMT BIF.


	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



